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PANCING PAD RATUSAN MILIAR, PEMPROV NTB KELUARKAN MODAL RP 24 MILIAR 

UNTUK INFRASTRUKTUR PABRIK LIMBAH MEDIS 

 

Ilustrasi 

pengadaan.web.id 

 

Mataram, Talikanews.com – Demi kepentingan menyelesaikan masalah domestik dan peluang untuk 

mendapatkan PAD ratusan miliar kedepan. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran Rp 24 Miliar 

untuk infrastruktur dasar penunjang pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah Medis di Lemer, Sekotong, 

Lombok Barat. 

Berbagai infrastruktur dasar akan dibangun, seperti perbaikan jalan, akses air bersih, listrik, dan 

infrastruktur lainnya. Sehingga Lemer bisa benar-benar siap beroperasi dengan maksimal dan menjadi 

lokasi pusat industri limbah dan sampah di NTB. 

“Kenapa kita tertarik Lemer? Ada kepentingan menyelesaikan masalah domestik kita dan peluang untuk 

mendapatkan PAD kedepan,” ungkap Sekda NTB, HL Gita Aryadi, Rabu 2 Februari 2022. 

Disatu sisi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, NTB, Ir. Madani Mukarom menegaskan, 

dibangunnya infrastruktur dasar di Lemer ini merupakan syarat yang diajukan kementrian pusat demi 

dijadikannya Lemer sebagai pusat industri limbah dan sampah. 

Harapan kedepannya, dengan beroperasinya Pabrik Pengolahan Limbah Medis di Lemer, dapat menjadi 

sumber pendapatan daerah yang besar di kemudian hari. 

“Ini yang akan mendatangkan ratusan miliar ke dalam kantong Daerah,” ucap Kadis LHK. 

Menurut Mukarom, beroperasinya pabrik tersebut, limbah medis dari NTB tidak akan lagi dikirim ke 

Pulau Jawa.  Diharapkan juga nantinya daerah sekitar seperti Bali dan NTT tak lagi mengirimkan limbah 

medisnya ke Surabaya, melainkan ke Lemer NTB. 

“Ini akan menjadi peluang untuk menambah PAD NTB,” pungkasnya (TN-red) 

https://mataram.antaranews.com/
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Catatan: 

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa: 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan
1
. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
2
. 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan 

rincian obyek Pendapatan Daerah
3
. Pendapatan Daerah meliputi

4
: 

1. Pendapatan Asli Daerah; 

2. Pendapatan Transfer; dan 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

                                                           
1
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7 

2
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1) 

3
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29 

4
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30 

https://mataram.pikiran-rakyat.com/klik-news/pr-2223635596/pemerintah-provinsi-ntb-anggarkan-rp24-miliar-untuk-bangun-pabrik-pengolahan-limbah-medis-di-lombok-barat
https://mataram.pikiran-rakyat.com/klik-news/pr-2223635596/pemerintah-provinsi-ntb-anggarkan-rp24-miliar-untuk-bangun-pabrik-pengolahan-limbah-medis-di-lombok-barat
https://mediaanalisindonesia.co.id/2022/02/pemprov-ntb-siapkan-rp24-miliar-untuk-infrastruktur-dasar-pembangunan-pabrik-pengolahan-limbah-medis/
https://mediaanalisindonesia.co.id/2022/02/pemprov-ntb-siapkan-rp24-miliar-untuk-infrastruktur-dasar-pembangunan-pabrik-pengolahan-limbah-medis/


Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2021/BLES  3 

 

 

 

 

Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pajak daerah dan retribusi daerah
5
. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil 

penyertaan modal daerah
6
. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas

7
: 

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3. hasil kerja sama daerah; 

4. jasa giro; 

5. hasil pengelolaan dana bergulir; 

6. pendapatan bunga; 

7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, 

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai 

akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari 

kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

11. pendapatan denda pajak daerah; 

12. pendapatan denda retribusi daerah; 

13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14. pendapatan dari pengembalian; 

15. pendapatan dari BLUD; dan 

16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, disebutkan bahwa: 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

                                                           
5
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2) 

6
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (3) 

7
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (4) 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat
8
. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas

9
: 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Walet; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
10

. Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan 

Perizinan Tertentu
11

. 

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah
12

: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

6. Retribusi Pelayanan Pasar; 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

                                                           
8
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 

9
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2) 

10
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64 

11
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1) 

12
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110 ayat (1) 
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11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah
13

: 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

3. Retribusi Tempat Pelelangan; 

4. Retribusi Terminal; 

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah
14

: 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

3. Retribusi Izin Gangguan; 

4. Retribusi Izin Trayek; dan 

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 

 

 

                                                           
13

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 127 
14

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 141 


